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I. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas  sektor  publik  saat  ini  telah  mendapatkan  banyak  perhatian seiring dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan  kepada pemerintah  daerah  untuk  mengatur  rumah  tangganya  sendiri dengan  meminimalkan  campur  tangan  dari  pemerintah  pusat  serta  memiliki  hak dan kewajiban untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat  yang  berkembang  di  daerah.  Untuk  mendukung pelaksanaan  otonomi  daerah  melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka  pemerintah  telah  mengeluarkan  berbagai peraturan perundang-undangan   yang   telah   mengalami   banyak   pembaharuan, salah satunya penerbitan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005. Perubahan paling mendasar yaitu perubahan metode akuntansi yang semula Cash Toward Accrual (CTA) menjadi akuntansi berbasis akrual.

Akuntansi  berbasis  akrual  adalah suatu  basis  akuntansi  di  mana  transaksi  ekonomi  dan peristiwa  lainnya diakui,  dicatat,  dan  disajikan  dalam  laporan  keuangan  pada  saat  terjadinya  transaksi  tersebut,  tanpa memperhatikan  waktu  kas  atau  setara  kas  diterima  atau  dibayarkan.  Dalam  akuntansi  berbasis  akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Penerapan   akuntansi   berbasis   akrual   dimaksudkan   untuk   memperbaiki kualitas   penyajian   laporan keuangan  pemerintah  dan  menyajikan  data  yang  akurat  dalam  mengukur  kinerja  pemerintah.  Dalam akuntansi berbasis akrual dapat menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan dananya; lebih memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat  ini  untuk  membiayai  aktivitas  dan  memenuhi  kewajibannya;  serta  lebih  riil  menunjukkan  posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya. Selain itu, dapat lebih memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya; dan berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifivitas penggunaan sumber daya. Proses akuntansi berbasis akrual diawali dengan adanya pembukuan atas transaksi harian sampai dengan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari 7 komponen yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Laporan Operasional (LO),  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keungan (CaLK) sehingga dapat memberikan informasi dan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, terutama para pengguna laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat sebagai tanggungjawab pemerintah daerah atas dana-dana transfer dan evaluasi pemerintah pusat di daerah, melakukan monitoring dan evaluasi dana transfer yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota serta untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Perubahan  basis  akuntansi  dengan  ditetapkannya  Standar  Akuntansi  Pemerintah  di  tahun  2005,  diperlukan  waktu  hampir  10  tahun  bagi pemerintah  daerah  untuk  menyesuaikan  diri  terhadap  perubahan  tersebut  sehingga  banyak pemerintah  daerah dalam proses adaptasi ini berjalan lambat. Hal ini  dikarenakan perubahan dalam proses penyusunan laporan keuangan memerlukan pemahaman atas basis akuntansi yang baru cukup lama, karena metode pembukuan yang berbeda; teknologi informasi belum banyak dikenal dalam pelaporan keuangan dalam pemerintahan, sehingga proses untuk mempermudah adaptasi berjalan lambat;  kurangnya SDM yang memahami akuntansi dan proses penyusunan laporan keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan Kegiatan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
II. MAKSUD, TUJUAN, SASARAN

1. Maksud

Maksud dari Kegiatan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan dokumen laporan keuangan yang andal, akuntabel, dapat dipertangungjawabkan, efektif, efisien dan tepat waktu.

2. Tujuan

a. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah

b. Memantapkan perumusan kebijakan dan strategi serta penyesuaian pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan dan meningkatkan penerapan akuntansi berbasis akrual agar lebih akuntabel.
c. Meningkatkan monitoring dan mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota

d. Meningkatkan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan pengelolaan keuangan berbasis akrual untuk mencapai laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

e. Meningkatkan pemahaman akuntansi berbasis akrual secara intensif melalui bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan-peraturan tentang basis akrual dan pendukungnya. 

f. Meningkatkan penyediaan data dan informasi secara valid dan aktual untuk pihak-pihak yang berkepentingan

3. Sasaran

Sasaran kegiatan untuk peningkatan kualitas dan sinergitas penyusunan laporan keuangan pada SKPD, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat.

III. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Kegiatan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah untuk fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan :

1. Penyusunan Laporan Triwulanan Pelaksanaan APBD sebagai hasil kinerja setiap triwulanan Tahun Anggaran 2020 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 melalui :

a.  Desk penyusunan laporan triwulanan Tahun Anggaran   2020 dengan OPD.

b.  Konsinyering penyusunan kompilasi laporan triwulanan Tahun Anggaran 2020 dengan OPD.

c.  Desk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2020 dengan OPD.

d.  Konsinyering penyusunan kompilasi laporan keuangan Tahun Anggaran 2020 untuk menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang siap diaudit BPK-RI.

e.  Pembinaan Penyusun Laporan Keuangan pada OPD.

f.  Koordinasi dengan pemerintah pusat tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah agar lebih baik.

2. Penyusunan kebijakan sistem akuntansi dan pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mewujudkan serta meningkatkan penerapan akuntansi pemerintah daerah agar lebih efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Peningkatan SDM melalui bimbingan teknis dan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan berbasis akrual dan pengembangan sistem akuntansi untuk memberikan informasi lebih akuntabel.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada Kabupaten/Kota dalam mencapai dan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

5. Meningkatkan pelaksanaan Majelis Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Piutang Daerah melalui :

a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk pelaksanaan proses TGR dan penghapusan piutang daerah
b. Melakukan pembinaan dan sosialisasi atas TGR dan piutang daerah.

IV. KELUARAN

1. Laporan Triwulanan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 

3. Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020
4. Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Gubernur pendukung atas pelaksanaan penerapan Akuntansi Berbasis Akrual

6. Sosialisasi Peraturan Gubernur dan bimbingan teknis SDM pengelola keuangan OPD

7. Pengembangan sistem akuntansi berbasis akrual.

V. RENCANA KERJA

Rencana anggaran belanja Kegiatan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 4.601.348.000,00 dengan rincian terlampir.
VI. JADWAL PELAKSANAAN

1. Penyusunan Laporan Triwulanan Pelaksanaan APBD sebagai hasil kinerja setiap triwulanan Tahun Anggaran 2020 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 melalui :

a. Desk penyusunan laporan triwulanan Tahun Anggaran 2020 dengan OPD Bulan April, Juli dan Oktober.

b. Konsinyering penyusunan kompilasi laporan triwulanan Tahun Anggaran 2020 dengan OPD Bulan April, Juli dan Oktober.

c. Desk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2020 dengan OPD Bulan Januari dan Februari.

d. Konsinyering penyusunan kompilasi laporan keuangan Tahun Anggaran 2020 untuk menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang siap diaudit BPK-RI Bulan Maret.

e. Pembinaan Penyusun Laporan Keuangan pada OPD Bulan Agustus dan November.

f. Koordinasi dengan pemerintah pusat tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah agar lebih baik Bulan Juni.

2. Penyusunan kebijakan sistem akuntansi dan pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mewujudkan serta meningkatkan penerapan akuntansi pemerintah daerah agar lebih efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan Bulan Oktober s/d Desember.
3. Peningkatan SDM melalui bimbingan teknis dan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan berbasis akrual dan pengembangan sistem akuntansi untuk memberikan informasi lebih akuntabel Bulan Januari dan September

4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada Kabupaten/Kota dalam mencapai dan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Bulan November.

5. Meningkatkan pelaksanaan Majelis Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Piutang Daerah melalui :

a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk pelaksanaan proses TGR dan penghapusan piutang daerah Bulan Juni

b. Melakukan pembinaan dan sosialisasi atas TGR dan piutang daerah Bulan Desember.

VII. PENUTUP
Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik.
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